Lampiran 1: Analisis Penanda Kohesi dan Koherensi
	No
	Data
	Bentuk
	Acuan Makna
	Jenis Penanda Kohesi
	Jenis Penanda Koherensi

	Kompas.Com

	I.
	Soal KBM Tatap Muka, Ketua DPR Minta Pemerintah Hati-hati dan Utamakan Keselamatan Siswa
(1 April 2021)

	P1/K1
	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi Covid-19.
	Di sekolah
Pada masa pandemi
	Tempat dilaksanakannya pembelajaran
	Ref. Tempat
	Hubungan Alasan-Akibat= K1-K3
(Sehingga)


Hubungan Amplikatif= K4-K5 
(Bahwa)


Hubungan Aditif Temporal=
 K6
(Sehingga, segera)

Hubungan Identifikasi=
K7-K10
(Mengidentifikasi bagian lain

	
	
	Pada masa pandemi
	Adanya keterangan waktu
	Ref Waktu
	

	P2/K1
	Puan mengatakan, pemerintah mesti mengantisipasi penyebaran Covid-19 di sekolah.
	Di sekolah
	Tempat pelaksanaan mengantisipasi penyebaran Covid-19 
	Ref. Tempat
	

	P2/K2
	Di beberapa daerah yang sudah menguji coba pembelajaran tatap muka, kata Puan, Ø muncul klaster sekolah.
	Di beberapa daerah
	Memperjelas daerah yang sudah tatap muka dan menyebabkan munculnya kluster baru.
	Ref. Tempat
	

	
	
	Ø
	Menyebabkan
	Elip
	

	P3/K1
	“Prinsipnya harus mengutamakan keselamatan siswa, Ø pendidik dan Ø tenaga pendidik, sehingga perlu keseimbangan antara aspek keselamatan dan pembelajaran siswa,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (1/4/2021)
	Dan
	Menyatakan penambahan
	Konj. Aditif
	

	
	
	-nya
	Puan
	Ref. Perso
	

	
	
	Kamis (1/4/2021)
	Menyatakan tuturan diperoleh
	Ref. Waktu
	

	
	
	Keselamatan
	Pengulangan kata penting
	Rep. Tautotes
	

	
	
	Ø
	Keselamatan
	Elip
	

	P4/K1
	Politikus PDI Perjuangan itu menekankan, pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah juga harus atas izin orangtua siswa.
	Politikus PDI Perjuangan
	Puan Maharani
	Sub
	

	
	
	Juga
	Penambahan 
	Konj. Aditif
	

	
	
	Orangtua
	Pengulangan sebanyak 2 kali
	Rep. Mesodiplosis
	

	P4/K2
	Menurut Puan, orangtua Ø lah yang mengetahui kondisi anak.
	Orangtua
	Wali murid yang mengetahui kondisi anaknya
	Rep. Mesodiplosis
	

	
	
	Ø
	Siswa
	Elip
	

	P5/K1
	Puan mengatakan, sesuai rencana kebijakan pemerintah, pihak sekolah juga harus tetap menyediakan metode pembelajaran jarak jauh untuk mengakomodasi orangtua Ø  yang belum ingin anaknya berangkat ke sekolah.
	Untuk
	Tujuan menyediakan metode pembelajaran jarak jauh
	Konj. Aditif
	

	
	
	Ø
	Siswa
	Elip
	

	
	
	Ke sekolah
	Tempat terjadinya kegiatan pembelajaran
	Ref. Tempat
	

	P6/K1
	“Pastikan semua sekolah dan orangtua Ø tahu dan paham bahwa anak-anak tetap bisa menggunakan metode pembelajaran jarak jauh jika orang tua menginginkan”
	Ø
	Siswa
	Elip
	

	
	
	Dan
	Menunjukan penambahan
	Konj. Aditif
	

	P6/K2
	“Jangan sampai apa yang sudah diputuskan Kemendikbud tidak tersosialisasi dengan baik di lapangan,” ujar Puan.
	Kemendikbud
	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Sub
	

	P7/K1
	Lebih lanjut, Puan menyampaikan agar segera ada uji coba keamanan vaksin untuk anak-anak sehingga para siswa mendapat prioritas untuk vaksinasi Covid-19.
	Vaksin dan Vaksinasi
	Tema yang dibahas dalam kalimat tersebut.
	Ekui
	

	P8/K1
	Sebelumnya, pemerintah mengumumkan, institusi pendidikan dan sekolah bisa menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas pada tahun ajaran baru, Juli 2021.
	sebelumnya
	Menunjukan sesuatu yang sudah terjadi
	Konj. Temporal
	

	
	
	Dan
	Berfungsi untuk menambahkan
	Konj. Aditif
	

	
	
	Juli 2021
	Waktu dilaksanakan ajaran baru
	Ref. Waktu
	

	P9/K1
	Kebijakan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
	Tersebut
	Menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas pada tahun ajaran baru
	Sub
	

	P10/K1
	“Pada ajaran baru di bulan Juli 2021 diharapkan seluruh satuan pendidikan dapat menyediakan layanan pembelajaran tatap muka secara terbatas,“ ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferensi pers, Selasa (30/3/2021)
	Selasa (30/3/2021)
	Waktu tuturan diperoleh
	Ref. Waktu
	

	P11/K1
	SKB ini ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.
	SKB
	Surat Keputusan Bersama
	Sub	
	

	
	
	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.
	Empat menteri yang menandatangani tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
	Hiponimi
	



	II.
	Mendikbud Nadiem: Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tak Perlu Tunggu Juli 2021
(5 April 2021)

	P1/K1
	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan, pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dapat dilakukan saat ini tanpa harus menunggu bulan Juli 2021.
	Saat ini
	Sedang terjadi
	Ref. Waktu
	Hubungan Latar-Kesimpulan= K1-K3

Hubungan Identifikasi= K10-K13

	
	
	Juli 2021
	Waktu yang sudah direncanakan
	Ref. Waktu
	

	P2/K1
	Pasalnya, menurut dia, surat keputusan bersama (SKB) empat menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang diumumkan pada Selasa (30/3/2021) telah berlaku.
	Dia
	Nadiem Makarim (Pronomina persona ketiga tunggal)
	Ref. Perso
	

	
	
	Selasa (30/3/2021)
	Waktu memproleh informasi
	Ref. Waktu
	

	P3/K1
	“SKB ini sudah berlaku. Tidak perlu menunggu Juli 2021 untuk melakukan PTM terbatas,” kata Nadiem dalam keterangannya, Senin (5/4/2021).
	SKB
	Surat Keputusan Bersama
	Sub
	

	
	
	PTM
	Pembelajaran Tatap Muka
	Sub
	

	
	
	Senin (5/4/2021)
	Tuturan tersebut diperoleh
	Ref. Waktu
	

	P4/K1
	Nadiem juga menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan, yaitu guru dan tenaga pendidik, yang sudah divaksinasi segera membuka opsi PTM terbatas.
	Guru dan tenaga pendidik
	Satuan pendidik
	Hipo
	

	
	
	PTM
	Pembelajaran Tatap Muka
	Sub
	

	P5/K1
	Bahkan Nadiem mengatakan sekolah juga dapat menggelar PTM sesuai dengan persyaratan yang ada meskipun masih ada tenaga kependidikan yang belum divaksinasi Covid-19.
	PTM
	Pembelajaran Tatap Muka
	Sub
	

	P6/K1
	“Satuan pendidikan yang sudah ataupun dalam proses melakukan PTM terbatas walau pendidik dan tenaga kependidikannya belum divaksinasi tetap diperbolehkan melakukan PTM terbatas selama mengikuti protokol kesehatan dan sesuai izin pemerintah daerah,” ucapnya.
	PTM 
	Pembelajaran Tatap Muka
	Sub
	

	
	
	Dan
	Penambahan
	Konj. Aditif
	

	
	
	Atau
	Penambahan sesuatu yang berbeda
	Konj. Aditif
	

	P7/K1
	Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah ada sekitar 22 persen sekolah di daerah yang berhasil melakukan PTM terbatas, di antaranya adalah SD Negeri 03 Pontianak Selatan, Kalimantan Barat dan SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan, Bengkulu.
	Di daerah
	Yaitu daerah yang telah melakukan PTM
	Ref. Tempat
	

	
	
	SD Negeri 03 Pontianak Selatan, Kalimantan Barat dan SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan, Bengkulu.
	Sekolah yang telah melakukan PTM
	Hipo.
	

	P8/K1
	“Saya yakin banyak praktik baik lain dari sekolah di daerah-daerah lain dalam mempersiapkan PTM terbatas pada era kebiasaan baru,” tutur Jumeri.
	Saya
	Jumeri
	Ref. Perso
	

	P9/K1
	Pemerintah sebelumnya mengeluarkan kebijakan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Selasa (30/3/2021)
	Selasa (30/3/2021)
	Menunjukan waktu infromasi diperoleh
	Ref. Waktu
	

	P10/K1
	Isi dari SKB itu mengatur pembelajaran tatap muka terbatas yang akan dimulai pada tahun ajaran baru, Juli 2021.
	SKB
	Surat Kebutuhan Bersama
	Sub
	

	
	
	Tahun ajaran baru, Juli 2021
	Dimulai pemberlakukan PTM
	Ref. Waktu
	

	P11/K1
	Sejumlah tanggapan dan catatan muncul untuk tetap mengawasi jalannya pembelajaran tatap muka terbatas.
	Dan
	Penambahan
	Konj. Aditif
	

	P12/K1
	Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan sosialisasi terhadap keputusan SKB Empat Menteri.
	SKB
	Surat Kebutuhan Bersama
	Sub
	

	P13/K1
	Kemudian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pembelajaran tatap muka harus berdasarkan faktor kesiapan sekolah.
	Kemudian
	Menunjukan selanjutnya
	Konj. Temporal
	

	P14/K1
	Sementara itu, Komisi X DPR menekankan soal syarat membuka pembelajaran tatap muka.
	DPR
	Dewan Perwakilan Rakyat
	Sub
	



	III.
	Vaksinasi untuk Lansia, Pemerintah Diminta Terapkan Metode Jemput Bola
(6 April 2021)

	P1/K1
	Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta pemerintah menerapkan metode jemput bola dalam program vaksinasi Covid-19 untuk kelompok masyarakat lanjut usia (lansia).
	Untuk
	Tujuan adanya program vaksin metode jemput bola
	Konj. Aditif
	Hubungan Latar-Kesimpulan= P1-P2


Hubungan Parafrastis= P4-P7


Hubungan Identifkasi=P8-P9

	P2/K1
	Metode itu dilakukan dengan mendatangi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima vaksin.
	Itu
	Metode jemput bola
	Sub
	

	
	
	Penerima vaksin
	Topik pembahasan
	Rep. Epizeu
	

	P2/K2
	Dengan demikian jumlah lansia penerima vaksin dapat meningkat.
	Dengan demikian
	Kesimpulan dari paragraf sebelumnya
	Konj. Kausalitas
	

	
	
	Penerima Vaksin
	Topik pembahasan kalimat
	Rep. Epizeu
	

	P3/K1
	“Ke depan tidak terfokus dengan membangun sentra vaksinasi, sebab bisa saja kendala jarak yang jauh dan sebagainya menjadi persoalan rendahnya lansia yang mengikuti program vaksinasi,” kata Azis, dikutip dari situs dpr.go.id, Selasa (6/4/2021)
	Dan
	Penambahan
	Konj. Aditif
	

	
	
	Vaksinasi
	Tema pembahasan kalimat
	Rep. Epizeu
	

	
	
	Sebab
	Penyebab kendala jarak menjadi persoalan
	Konj. Kaus
	

	
	
	Selasa (6/4/2021)
	Tuturan diperoleh
	Ref. Waktu
	

	P4/K1
	Politisi Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah untuk memperluas program vaksinasi bagi anak muda dengan syarat mengikutsertakan dua lansia.
	Politisi Partai Golkar
	Azis Syamsuddin
	Sub
	

	
	
	Anak muda dan lansia
	Makna yang berlainan
	Antoni
	

	P5/K1
	Selain itu, Azis juga meminta sosialisasi vasinasi Ø lansia ditingkatkan dengan menggandeng tokoh masyarakat, tokoh adat, serta perangkat desa, RT, dan RW.
	Selain itu
	Pilihan lain atau berikutnya
	Konj. Aditif
	

	
	
	Ø
	Masyarakat
	Elip
	

	
	
	tokoh masyarakat, tokoh adat, serta perangkat desa, RT, dan RW.
	Sosialisasi dengan menggandeng
	Hiponim
	

	P6/K1
	Ia mengingatkan, vaksinasi bagi lansia sangat penting karena lansia merupakan kategori yang rawan terpapar Covid-19.
	Ia
	Azis Syamsuddin
	Rep. Perso
	

	
	
	Karena
	Alasan vaksinasi penting untuk lansia
	Konj. Kausa
	

	
	
	Lansia
	Lanjut Usia
	Rep. Epizeu
	

	P7/K1
	“Kategori lansia merupakan kategori yang paling rawan terpapar Ø dan memiliki risiko kematian yang tinggi,” kata Azis.
	kategori
	Kelompok orang yang rentang terpapar Covid-19
	Rep. Epizeu
	

	
	
	Ø
	Covid-19
	Elip
	

	P8/K1
	Dikutip dari situs Kementerian Kesehatan, hingga Selasa pagi, baru ada 1.777.355 lansia yang telah disuntikkan vaksin Covid-19 dosis pertama dan 344.138 lansia menerima vaksin dosisi kedua.
	Selasa pagi
	Waktu data diperoleh
	Rep. Waktu
	

	
	
	Dan
	Penambahan
	Konj. Aditif
	

	P9/K1
	Sementara, target Ø sasaran vaksinasi Covid-19 dari kelompok lansia berjumlah 21.553.118 orang.
	Ø
	Kementerian Kesehatan
	Elip
	



	IV.
	Cegah Warga Mudik, Polri Siapkan 333 Titik Penyekatan dari Lampung Hingga Bali
(8 April 2021)

	P1/K1
	Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan 333 titik cek point penyekatan dari Lampung hingga Bali guna mengantisipasi warga yang melakukan perjalanan mudik Idul Fitri 2021.
	Lampung hingga Bali
	Wilayah terjadinya penyekatan
	Ref. Tempat
	Hubungan generik-Spesifik=P6-9

	
	
	Idul Fitri 2021
	Waktu libur Idul Fitri 2021
	Ref. Waktu
	

	P2/K1
	“Pada momen Ø ini Polri akan membuat penyekatan di 333 titik terutama titik utama yaitu dari Lampung hingga Bali,” ujar Kakorlantas Polri Pol Istiono dalam konferensi pers yang dikutip dari kanal Youtube BNPB, Kamis (8/4/2021)
	Ø
	Idul Fitri 2021
	Elip
	

	
	
	Kamis (8/4/2021)
	Tuturan diperoleh
	Ref. Waktu
	

	
	
	terutama titik utama yaitu dari Lampung hingga Bali
	Titik penyekatan Polri
	Hipo
	

	P3/K1
	Istiono menjelaskan, wilayah Lampung hingga Bali merupakan titik mobilisasi utama yang menjadi prioritas penyekatan.
	Wilayah Lampung hingga Bali 
	Tempat terjadinya penyekatan
	Ref. Tempat
	

	P4/K1
	Adapun titik penyekatan tersebut berada di wilayah perbatasan kabupaten, kota, maupun provinsi.
	tersebut
	333 titik penyekatan yang dilakukan Polri
	Subs
	

	P5/K1
	“Titik penyekatan ini akan kita bangun di perbatasan provinsi maupun kabupaten untuk mengantisipasi peniadaan mudik tersebut,” kata Istiono.
	Kita
	Istiono dan kepolisian yang mengatur penyekatan
	Ref. Perso
	

	
	
	Untuk
	Tujuan yang diharapkan dengan adanya penyekatan
	Konj. Aditif
	

	P6/K1
	Terkait penyebaran Covid-19, Istiono mengatakan indikator kasus baru Ø belakangan ini mengalami peningkatakan.
	Ø
	Covid-19
	Elip
	

	P7/K1
	Karena itu, Polri berupaya untuk terus melakukan penekanan Covid-19 dengan mengawal kebijakan peniadaan mudik.
	Karena itu
	Alasan yang sudah diutarakan pada kalimat sebelumnya.
	Konj. Kausa
	

	
	
	Polri
	Polisi Republik Indonesia
	Subs
	

	P8/K1
	Ia pun berharap masyarakat benar-benar tidak melakukan perjalanan mudik Ø guna mengantisipasi penyebaran virus corona.
	Ia
	Mengacu pada Istiono Kakorlantas Polri Pol
	Ref. Perso
	

	
	
	Ø
	Idul Fitri
	Elip
	

	P9/K1
	“Kita berharap kesadaran masyarakat untuk tidak mudik sangat kita harapkan bersama,” katanya.
	Kita
	Harapan polri dan pembaca
	Ref. Persero
	



	V.
	Hasil Survei BLT Tak Tepat Sasaran, Politikus PDI-P Tekankan Pentingnya Sistem Satu Data
(10 April 2021)

	P1/K1
	Hasil survei dari lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan sebanyak 51,3 persen responden menilai program bantuan langsung tunai (BLT) tidak tepat sasaran.
	survei
	
	Rep. Epizeu
	Hubungan sarana-hasil= P4-P7
(Sehingga)

Hubungan Amplikatif= P13-P14
(Bahwa)

	P2/K1
	Menanggapi hal tersebut, Politikus PDI-P Masinton Pasaribu menilai, memang ada hal yang perlu ditingkatkan dari pemerintah terutama soal pemberian bantuan
	tersebut
	
	Sub
	

	P3/K1
	“Menurut saya, baik itu dari pemerintah pusat maupun perintah daerah yang itu belum ter-connect dalam sistem satu data.”
	Saya
	Politikus PDI-P Masinton Pasaribu
	Ref. Perso
	

	
	
	Pemerintah
	
	Rep. Epizeu
	

	P3/K2
	“Sehingga setiap ada pemberian bantuan, selalu kadang dianggap tidak tepat sasaran,” kata Masinton dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya “Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024” Sabtu (10/4/2021).
	(10/4/2021)
	Informasi diperoleh
	Ref. Waktu
	

	P4/K1
	Ia mengatakan, dalam program pemerintah mengenai bantuan juga kerap kali didapati kelemahan misalnya ada masyarakat yang menerima bantuan berlebih atau double.
	Ia
	Menunjuk pada Politikus PDI-P Masinton Pasaribu
	Ref. Perso
	

	
	
	bantuan
	Pengulangan
	Rep. Epizeu
	

	P5/K1
	Masinton menyadari hal-hal tersebut masih menjadi masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
	-
	-
	-
	

	P6/K1
	Untuk itu, anggota DPR dari Fraksi PDI-P ini menekankan agar pemerintah memiliki sistem satu data guna memperbarui jumlah masyarakat yang telah mendapatkan bantuan.
	anggota DPR dari Fraksi PDI-P
	Penggantian dari Masinton Pasaribu
	Sub
	

	P7/K1
	“Sistem ini baik di pemerintah pusat maupun Ø daerah, bisa di-update baik itu per triwulan, per semester.”
	Ø
	Pemerintah
	Elip
	

	
	
	per triwulan, per semester
	Pengulangan di awal
	Rep. Anafo
	

	P7/K2
	“Sehingga selalu kita bisa meng- update kondisi masyarakat di bawah.”
	Sehingga
	
	Rep. Anafo
	

	
	
	kita
	
	Ref. Perso
	

	P7/K3
	“Sehingga ketika ada persoalan atau ada bencana, kemudian bantuan itu bisa tepat sasaran.” jelasnya
	Sehingga
	
	Rep. Anafora
	

	
	
	kemudian
	
	Konj. Tempo
	

	P8/K1
	Di sisi lain, ia juga meningatkan bahwa presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa pemberian bantuan di masa pandemi tak perlu dipersulit birokrasinya.
	Di sisi lain
	Menunjukan bagian lagian
	Ref. Kompa
	

	
	
	Ia
	
	Ref. Perso
	

	
	
	Di masa pandemi
	
	Ref. Waktu
	

	P9/K1
	Menurutnya, pernyataan Jokowi itu harusnya mampu diimplementasikan para pembantu presiden untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.
	-nya
	Menunjukan Politikus PDI-P Masinton Pasaribu
	Ref. Perso
	

	
	
	Presiden dan jokowi
	Memiliki makna yang sama
	Sino
	

	P10/K1
	“Apa yang seperti disampaikan Pak Jokowi, karena ini situasi pandemi, situasi darurat.”
	situasi pandemi, situasi darurat
	Penggambaran situasi
	Rep. Anafo
	

	P10/K2
	“Disaster management dalam situasi ini memang harus diterapkan. 
	-
	-
	-
	

	P10/K3
	Tidak harus bertele-tele, tidak perlu rumit dengan urusan birokrasi, tetapi jangan juga terjadi moral hazard di sana,” ucapnya.
	tidak
	Pengulangan diawal
	Rep. Anaf
	

	
	
	tetapi
	Adanya penunjukan pertentangan
	Konj. Adver
	

	
	
	Di sana
	menunjukan tempat
	Ref. Tempat
	

	P11/K1
	Selain itu, Masinton juga berpendapat pemerintah perlu memperhatikan masih adanya permasalahan ekonomi misalnya rendahnya serapan kredit.
	Selain itu
	Pernyataan berikutnya
	Konj. Aditif
	

	P12/K1
	Dia menilai, hal ini dapat menjaga tantangan ke depan dari pemerintah yang perlu diselesaikan.
	Dia
	
	Ref. Perso
	

	P13/K1
	Namun kabar baiknya, kata dia, pemerintah mulai menyelesaikan hal tersebut dengan cara memutuskan menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan menjadi Rp 100 juta dari sebelumnya Rp 50 juta.
	Namun
	
	Konj. Adver
	

	
	
	Dia
	
	Ref. Perso
	

	P14/K1
	“Ini artinya bahwa pemerintah concern pada persoalan ekonomi.”
	pemerintah concern
	
	Rep. Meso
	

	P14/K2
	“Kemudian, pemerintah concern ingin memudahkan membantu masyarakat”
	pemerintah concern
	
	Rep. Meso
	

	
	
	kemudian
	
	Konj. Tempo
	

	P14/K3
	“Di satu sisi tetap melaksanakan protokol kesehatan, di sisi lain pemulihan ekonomi tetap menjadi bagian yang penting”
	Di satu sisi
	
	Ref. Kompa
	

	
	
	Di sisi lain
	
	Ref. Kompa
	

	P14/K4
	“Satu sehat, kemudian, persoalan ekonomi harus bisa teratasi,” tutur Masiton.
	kemudian
	
	Konj. Tempo
	

	P15/K1
	Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah membeberkan hasil survei bahwa hanya 29,9 persen masyarakat yang menilai BLT selama masa pandemi Covid-19 tepat sasaran.
	IPO
	Indonesia Political Opinion (IPO)
	Sub
	

	
	
	BLT
	Bantuan langsung tunai
	Sub
	

	
	
	Selama masa pandemi
	
	Ref. Waktu
	

	P16/K1
	Adapun hasil tersebut didapat setelah tim survei menanyakan tentang program BLT yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat selama masa pandemi.
	BLT
	Bantuan langsung tunai
	Sub
	

	
	
	Selama masa pandemi
	
	Ref. Waktu
	

	P17/K1
	“Cukup menarik karena sepanjang program Ø ini berjalan, ternyata hanya 29,9 persen masyarakat yang menyatakan bahwa bantuan Ø  tunai itu tepat sasaran.”
	Karena
	
	Konj. Kausa
	

	
	
	Ø
	Langsung
	Elip
	

	
	
	Ø
	Bantuan Langsung Tunai
	Elip
	

	P17/K2
	Sementara 51,3 persen menyatakan tidak tepat,” kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam diskusi virtul Polemik MNC Trijaya “Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024” Sabtu (10/4/2021)
	Sabtu (10/4/2021)
	
	Ref. Waktu
	



	VI
	21 Juta Data Ganda Dicoret, Cek Penerima Bansos di cekbansos.kemenkes.go.id.
(23 April 2021)

	P1/K1
	Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mencoret 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (Bansos) yang selama ini tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
	Selama ini
	Selama terjadinya pandemi Covid-19
	Ref. Waktu
	HubungN Aditif Non Temporal= P13-P14
(dan)

	P2/K1
	Langkah ini diambil Kementerian Sosial (Kemensos) untuk meningkatkan integritas data.
	Untuk
	Tujuan dilakukan kegiatan pencoretan 21 juta data ganda penerima bansos
	Konj. Aditif
	

	P2/K2
	Selain itu juga untuk memastikan seluruh data memiliki identitas tunggal.
	Selain itu
	Selain langkah pencoretan penerima bansos
	Konj. Aditif
	

	P3/K1
	Dalam hal ini, data tersebut memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang padan dengan data kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan pencatatan sipil.
	Tersebut
	Data penerima bansos
	Substitusi
	

	
	
	Kependudukan
	Penegasan pada kata tertentu dalam satu kalimat
	Rep. Tautotes
	

	P4/K1
	“DTKS sepanjang bulan Maret telah dipulihkan integritasnya dan ditetapkan pada 1 April 2021 melalui Kepmensos No 12/HUK/2021 sehingga menjadi New DTKS,” ujar Tri Rismaharini sebagaimana dikutip dari laman resmi Setkab pada Kamis (22/4/2021).
	DTKS
	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
	Subs
	

	
	
	Sepanjang bulan maret
	Rentang waktu 1-30 Maret yang sudah lewat
	Ref. Waktu
	

	
	
	1 April 2021
	Waktu penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk masyarakat penerima bansos
	Ref. Waktu
	

	
	
	Kepmensos
	Keptusan Kementerian Sosial
	Subs
	

	
	
	Laman resmi Setkab
	Tempat memperoleh informasi
	Ref. Tempat
	

	P5/K1
	Dengan adanya perubahan tersebut maka saat ini data penerima Bansos ikut berubah.
	Saat ini
	Menunjukan perubahan yang terjadi dalam waktu sekarang
	Ref. Waktu
	

	
	
	Bansos
	Bantuan Sosial
	Subs
	

	P5/K2
	Perempuan yang akrab disapa Risma ini menambahkan pihaknya telah menonaktifkan lebih kurang 21 juta data ganda.
	Perempuan dan Risma
	Dijadikan sebagai penyebutan lain untuk Bu Risma
	Kolo
	

	P6/K1
	“Kita melakukan pengontrolan data”
	Kita
	Pihak Kemensos
	Ref. Perso
	

	P6/K2
	“Jadi kami kemarin sudah berkomunikasi dengan BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian kami menidurkan 21,156 juta data,” imbuh mantan Wali Kota Surabaya ini”
	Kami
	Pihak Kemensos yang melakukan pemantauan data bansos
	Ref. Perso
	

	
	
	Kemarin
	Waktu yang telah lalu
	Ref. Waktu
	

	P7/K1
	Ke depan, New DTKS akan ditetapkan sekurangnya setiap bulan guna memastikan integritasnya terus ditingkatkan sekaligus mengakomodasi dinamika sosial masyarakat.
	DTKS
	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
	Subs
	

	
	
	Setiap bulan
	
	Ref. Waktu
	

	P8/K1
	Selain merubah data penerima Bansos, Risma juga menjelaskan mengenai cara cek penerima Bansos terbaru di cekbansos.kemensos.go.id.
	Bansos
	Pengulangan dalam satu kalimat sebagai kata penegas
	Rep. Tauto
	

	
	
	Bansos
	Bantuan Sosial
	Sub
	

	P8/K2
	Ia bilang, data New DTKS tersebut dapat diakses oleh publik melalui aplikasi berbasis web di http://cekbansos.kemensos.go.id/.
	Ia
	Mengacu pada Risma selaku menteri sosial
	Ref. Perso
	

	
	
	DTKS
	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
	Subs
	

	P9/K1
	Dengan begitu, cek data penerima Bansos bisa dilakukan oleh siapa saja melalui laman cekbansos.kemensos.go.id.
	Bansos
	Bantuan Sosial
	Subs
	

	P9/K2
	Lewat jalan itu, dapat diakses data penerima bantuan sosial yang telah disalurkan maupun yang masih dalam proses.
	Disalurkan dan dalam proses
	Dua kegiatan yang berlainan
	Anton
	

	P10/K1
	“Melalui aplikasi Ø ini, publik dapat memantau penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan menyebutkan nama dan desa/ kelurahan tempat tinggalnya,” ujar Mensos.”
	Ø
	http://cekbansos.kemensos.go.id/.
	Elip
	

	
	
	program kelurga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST)
	memantau penerima bantuan sosial
	Hipo
	

	
	
	Desa/kelurahan
	Memiliki makna sama
	Sino
	

	
	
	Bantuan
	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST)
	Rep. Anafo
	

	P11/K1
	Risma berharap aplikasi ini dapat memenuhi hak informasi publik dan meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial.
	Dan
	Penambahan
	Konj. Aditif
	

	P12/K1
	Laman cekbansos.kemensos.go.id sampai saat ini masih harus dikembangkan fitur-fiturnya.
	Saat ini
	Menunjukan keadaan sekarang
	Ref. Waktu
	

	P12/K2
	Artinya, ke depan akan ada penyesuaian fitur dengan mengikuti kebutuhan.
	-
	-
	-
	

	P13/K1
	“Fitur dan kemampuan alokasi cekbansos akan terus ditingkatkan sejalan dengan kebutuhan ke depan dan masukan serta harapan masyarakat,” katanya.
	Dan
	Penambahan
	Konj. Aditif
	

	
	
	-nya
	Mengacu pada Risma selaku menteri sosial
	Ref. Perso
	

	
	
	Fitur
	Pengulangan di awal
	Rep. Anafo
	

	P14/K1
	Pengembangan fitur berikutnya juga mencakup usulan baru dan sanggahan atas kepantasan penerima bantuan sosial usulan baru tersebut akan melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah guna tetap mendapat tetap menjaga integritas data.
	Fitur
	Pengulangan sebagai penegas
	Rep. Anafo
	

	
	
	Berikutnya
	Menunjukan sesuatu yang akan terjadi
	Konj. Kausa
	

	
	
	Dan
	Penambahan
	Konj. Aditif
	

	
	
	Usulan baru
	Pengulangan kata penting
	Rep. Epizeu
	

	
	
	Tetap
	Pengulangan pada satu kalimat yang sama
	Rep. Tauto
	

	P15/K1
	Apabila terdapat sanggahan Kemensos dapat mengundang perguruan tinggi untuk melakukan proses pengendaian mutu.
	Kemensos
	Kementerian Sosial
	Subs
	

	P16/K1
	“Masukan perguruan tinggi akan menjadi pertimbangan Kementerian Sosial dalam memutuskan kepantasan kepesertaan dalam program Ø bantuan sosial,” ujar Risma.
	Ø
	Penerima
	Elip
	

	P17/K1
	Informasi terkait Ø bantuan sosial yang diselenggarakan Kementerian Sosial (PKH, BPNT) dapat diakses melalui situs resmi Kemensos pada kemensos.go.id.
	Ø
	Penerima
	Elip
	

	
	
	Kemensos
	Kementerian Sosial
	Subs
	

	
	
	Kemensos dan Kementerian Sosal
	Kemensos merupakan akronim dari Kementerian Sosial
	Kolokasi
	



	No
	Data
	Bentuk
	Acuan Makna
	Jenis Penanda Kohesi
	Jenis Penanda Koherensi

	Jawapos.Com

	VII.
	Muhadjir Minta Mahasiswa Ikut Edukasi Masyarakat Soal Larangan Mudik
(16 April 2021)

	P1/K1
	Kebijakan peniadaan mudik Ø yang ditetapkan pemerintah untuk tahun ini masih menuai perdebatan di sejumlah kalangan, terutama masyarakat awam.
	Tahun ini
	Mudik Idul Fitri 2021
	Ref. Waktu
	Hubungan Identifikasi= P3-P5

Hubungan Generik-Spesifik= P6-P7

	
	
	Ø
	Idul Fitri 2021
	Elip	
	

	P1/K2
	Mahasiswa diajak turut terlibat untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kebijakan peniadaan mudik Ø.
	Ø
	Idul Fitri 2021
	Elip
	

	P2/K1
	“Saya meminta bantuan adik-adik (mahasiswa) untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya mentaati peniadaan mudik karena risiko dan target untuk menekan penyebaran Covid-19,” ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangannya.
	Saya
	Muhadjir Effendy
	Ref. Perso
	

	
	
	Adik-adik
	Mahasiswa
	Sub
	

	
	
	Karena
	Akibat terjadinya mudik
	Konj. Kausalitas
	

	
	
	Dan
	Penambahan
	Konj. Aditif
	

	P3/K1
	Ia menjelaskan bahwa dalam kaidah fikih, menghindari atau mencegah kerusakan itu lebih diutamakan dari sesuatu yang dikira berfaedah.
	Ia
	Muhadjir Effendy
	Ref. Perso
	

	
	
	Atau
	Penambahan
	Konj. Aditif
	

	P3/K2
	Sama halnya, mencegah mudik Ø lebih diutamakan ketimbang membiarkan Covid-19 semakin merajalela.
	Ø
	Idul Fitri 2021
	Elip
	

	P4/K1
	Tak dinafikkan, berdasarkan pengalaman beberapa kali libur panjang sebelumnya, angka kasus Covid-19 selalu meningkat drastis.
	Sebelumnya
	Waktu yang telah lewat
	Sub
	

	P4/K2
	Begitupun angka kematian akibat Covid-19 juga mengalami kenaikan signifikan bahkan angka kematian di Indonesia saat ini masih sebesar 2,72% atau di atas rata-rata dunia Ø 2,18%.
	Ø
	Sebesar
	Elip
	

	
	
	Saat ini
	Waktu sekarang
	Ref. Waktu
	

	P5/K1
	“Coba bayangkan kalau mudik diperbolehlan dengan risiko kematian Ø yang sangat tinggi.”
	Ø
	Covid-19
	Elip
	

	P5/K2
	“Toh mudik itu kan intinya ziarah dan silaturahmi dan itu sunah, tapi kalau Covid-19 tidak bisa ditawar penyebarannya,” tutur Muhadjir.
	Dan
	Penambahan
	Konj. Aditif
	

	P6/K1
	Menurutnya, mudik itu penting dan tidak ada masyarakat yang tidak ingin mudik karena itu merupakan bagian dari tradisi.”
	-nya
	Muhadjir Effendy
	Ref. Perso
	

	
	
	Dan
	Penambahan
	Konj. Aditif
	

	
	
	Karena
	Pernyataan penyebaban
	Konj. Kausa
	

	
	
	Mudik
	Pengulangan
	Rep. Epizeu
	

	P6/K2
	Akan tetapi, yang lebih utama adalah mementingkan keselamatan bersama dari bahaya Covid-19.

	Akan tetapi
	Pernyataan yang berlainan
	Konj. Adver
	

	P7/K1
	“Saya kalau ditanya ingin mudik tentu saja karena ini bagian dari tradisi.”
	Saya
	Muhadjir Effendy
	Ref. Perso
	

	
	
	Karena
	Pernyataan Penyebaban
	Konj. Kausa
	

	P7/K2
	“Tapi demi kepentingan yang lebih besar, demi keselamatan bangsa ini, marilah kita dukung bersama-sama peniadaan mudik,” pungkas dia.
	Demi
	Pengulangan dua kali
	Rep. Anaf
	

	
	
	Kita
	Penutur dan pembaca
	Ref. Perso
	

	
	
	Dia
	Muhadjir Effendy
	Ref. Perso
	



	VIII.
	Pemerintah Dorong Sekolah Memenuhi Syarat Laksanakan PTM Terbatas
(18 April 2021)

	P1/K1
	Massa pandemi Covid-19 menyebabkan seluruh satuan pendidikan mengalami penutupan dan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama setahun terakhir.
	Dan
	Penambahan
	Konj. Aditif
	Hubungan Sarana-Tujuan= P1-P4
(Agar)

Hubungan Alasan-Akibat= P7
(Sehingga)

	
	
	Setahun terakhir
	Rentang waktu pengamatan
	Ref. Waktu
	

	P1/K2
	Saat ini, agar loss learning tidak semakin melebar, pemerintah pun telah mengizinkan agar diselenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.
	Saat ini
	Menunjukan waktu sekarang
	Ref. Waktu
	

	P2/K1
	Pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menjamin layanan pendidikan berjalan secara optimal.
	Juga
	Penambahan
	Konj. Aditif
	

	P2/K2
	Di antaranya adalah kebijakan mengisi daftar periksa kesiapan sekolah melaksanakan PTM dan kebijakan vaksinasi untuk tenaga pengajar atau guru.
	PTM
	Pembelajaran Tatap Muka
	Sub
	

	
	
	Dan
	penambahan
	Konj. Aditif
	

	P3/K1
	Mengeni itu, Asisten Deputi Bidang PAUD, Dasar, Menengah Kemenko PMK Wijaya Kusumawardhana menjelaskan, saat ini pemerintah tengah mendorong agar setiap satuan pendidikan segera memenuhi daftar periksa protokol kesehatan.
	Mengenai itu
	Kebijakan
daftar periksa kesiapan sekolah melaksanakan PTM dan kebijakan vaksinasi untuk tenaga pengajar atau guru.
	Sub
	

	
	
	Saat ini
	Menunjukan waktu sekarang
	Ref. Waktu
	

	
	
	Segera
	Waktu yang harus dilakukan
	Konj. Temporal
	

	P3/K2
	Ini harus dilakukan sebagai syarat untuk membuka satuan pendidikan.
	Untuk
	Penambahan tujuan
	Konj. Aditif
	

	P4/K1
	Berdasarkan data Kemendikbud per 14 April 2021, saat ini satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa melalui aplikasi atau website sebanyak 53,15 persen dari total sekolah.
	Kemendikbud
	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Sub
	

	
	
	14 April 2021
	Pemerolehan data kemendikbud
	Ref. Waktu
	

	
	
	Saat ini
	Waktu atau keadaan sekarang
	Ref. Waktu
	

	P4/K2
	Karena itu, saat ini pemerintah mendorong agar seluruh satuan pendidikan dapat segera memenuhi syarat daftar periksa.
	Karena itu
	Akibat pada paragraf sebelumnya
	Konj. Kausalitas
	

	
	
	Saat ini
	Keadaan sekarang
	Ref. Waktu
	

	
	
	Segera
	Harus dilakukan sekarang
	Konj. Temporal
	

	P5/K1
	“Ini harus dipenuhi sebagai syarat untuk membuka kembali sekolah sesuai SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19,” tuturnya dalam keterangannya, Minggu (18/4)
	SKB
	Surat Keputusan Bersama
	Sub
	

	
	
	Di Masa Pandemi
	Keadaan pandemi yang sedang mewabah
	Ref. Waktu
	

	
	
	Minggu (18/4)
	Waktu diperolehnya tuturan
	Ref. Waktu
	

	P6/K1
	Selain itu, pemerintah juga mendorong pelaksanaan vaksinasi Ø untuk tenaga pengajar.
	Selain itu
	Informasi lainnya
	Konj. Aditif
	

	
	
	Juga
	Penambahan
	Konj. Aditif
	

	
	
	Ø
	Covid-19
	Elip
	

	P6/K2
	Seperti diketahui, jelang pembukaan PTM, pemerintah menargetkan vaksinasi terhadap 5,5 juta guru dan tenaga kependidikan akan selesai pada Juni 2021.
	PTM
	Pembelajaran Tatap Muka
	Sub
	

	
	
	Dan
	penambahan
	Konj. Aditif
	

	
	
	Juni 2021
	Rencana selesai proses vaksinasi
	Konj. Waktu
	

	P7/K1
	Wijaya menambahkan, terkait vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik juga bergantung pada kesiapan daerah untuk melakukan vaksinasi.
	Dan
	Penambahan
	Konj. Aditif
	

	
	
	Juga
	penambahan
	Konj. Aditif
	

	P7/K2
	“Vaksinasi ini memang berbicara terkait kesiapan daerah.”
	-
	-
	-
	

	P7/K3
	“Sehingga di sini kita juga harus mendorong daerah untuk melakukan vaksinasi kepada tenaga pengajar,” ujarnya.
	Kita
	Penutur dan pembaca
	Ref. Perso
	

	
	
	Juga
	Penambahan
	Konj. Aditif
	



	IX.
	Kemenhub Sebut Pesawat dan Helikopter Pribadi untuk Mudik Dilarang
(19 April 2021)

	P1/K1
	Pemerintah telah memutuskan untuk melarang seluruh lapisan masyarakat untuk mudik mulai dari 17 Mei 2021.
	Seluruh dan Lapisan
	Berkaitan dengan keseluruhan masyarakat
	Kolo
	Hubungan Amplikatif= P1-P3
(Yakni)

Hubungan Identifikasi=P6-P9

	
	
	17 Mei 2021
	Pemberlakuan pelarangan mudik
	Ref. Waktu
	

	P1/K2
	Pelarangan Ø ini di maksudkan untuk mencegah penyebaran virus ketika mudik serta efektivitas vaksinasi Covid-19
	Ø
	Mudik
	Elip
	

	P2/K1
	Untuk menghindari kebijakan itu, fenomena baru terjadi, yakni keberangkatan mudik masyarakat yang menjadi lebih awal dari biasanya.
	Itu
	melarang seluruh lapisan masyarakat untuk mudik mulai dari 17 Mei 2021.
	Sub
	

	P2/K2
	Padahal budaya mudik sebelum adanya pandemi ini dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
	Sebelum adanya pandemi
	Penggambaran suasana pandemi
	Konj. Tempo
	

	P3/K1
	Dalam melaksanakan budaya rutin ini, masyarakat biasanya menggunakan kendraan pribadi, bis, pesawat hingga kapal laut.
	Pribadi, bis, pesawat hingga kapal laut.
	Kendaraan yang digunakan 
	Hipo
	

	P3/K2
	Namun, terdapat beberapa orang juga yang mudik dengan cara tidak biasa, yakni menyewa atau menggunakan pesawat pribadi.
	Namun
	Adanya pernyataan pertentangan
	Konj. Adver
	

	
	
	Juga
	Penambahan 
	Konj. Aditif
	

	P4/K1
	Apakah mereka yang menggunakan pesawat atau helikopter pribadi untuk mudik akan terkena larangan.?
	Mereka
	Orang-orang yang ingin mudik
	Ref. Perso
	

	
	
	Pesawat dan helikopter
	Memiliki makna yang sama
	Sino
	

	P5/K1
	Atas hal tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud) Kementrian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto mengatakan bahwa kategori tersebut juga akan terkena larangan.
	tersebut
	Mudik dengan menggunakan pesawat atau helikopter pribadi
	Sub
	

	
	
	Juga
	Penambahan
	Konj. Aditif
	

	P6/K1
	“(Pesawat pribadi atau helikopter) ya kalau untuk mudik dilarang,” ungkap dia ketika dihubungi JawaPos.com,Senin (19/4)
	Pesawat pribadi atau helikopter
	Memiliki fungsi yang sama
	Sino
	[bookmark: _GoBack]

	
	
	Dia
	Novie Riyanto
	Ref. Perso
	

	
	
	Senin (19/4)
	Waktu tuturan tersebut diperoleh
	Ref. Waktu
	

	P7/K1
	Saat ini pihaknya juga masih dalam pembahasan penyusunan SE larangan mudik 2021 tersebut.
	Saat ini
	Menunjukan waktu sekarang
	Ref. Waktu
	

	
	
	Juga
	Penambahan
	Konj. Aditif
	

	P7/K2
	Terkait dengan pengawasan serta himbauan pun, semua akan ada dalam aturan tersebut.
	tersebut
	Aturan yang akan dibuat terkait dengan pelarangan mudik
	Sub
	

	P8/K1
	“Masih dibahas, yang satgas sudah (keluar), (SE Kemenhub) belum, belum, belum, masih dibahas.
	Masih dibahas
	Penegasan terkait pertauran masih proses pembahasan
	Rep. Simploke
	

	
	
	Belum
	Penegasan bahwa aturan belum selesai dibuat
	Rep. Tautotes
	

	P8/K2
	(Himbauan dan pengawasan) nanti ada diaturan, belum selesai, lagi didetilkan ini.
	-
	-
	-
	

	P8/K3
	Saya belum bisa ngomong terlalu banyak,” pungkasnya.
	Saya
	Novie Riyanto
	Ref. Perso
	

	P9/K1
	Untuk diketahui, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 selama bulan suci Ramadahan 1442 Hijriah.
	Dan
	Penambahasan informasi yang disampaikan
	Konj. Aditif
	




	X.
	Sri Mulyani sebut Indonesia Masuk Ke Urutan 9 Soal Vaksinasi
(22 April 2021)

	P1/K1
	Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut saat ini Indonesia telah menempati posisi ke sembilan sebagai negara yang sudah menyuntikkan vaksin Covid-19 ke semua lapisan masyarakat.
	Saat ini
	Menunjukan keadaan sekarang
	Ref. Waktu
	Hubungan Identifikasi P1-P4

	P1/K2
	Proses vaksinasi Covid-19 pun masih terus berlangsung dan dipercepat.
	dan
	Penambahan
	Konj. Aditif
	

	P2/K1
	Hal itu terlihat dari sebanyak 17 juta dosis vaksin Covid-19 sudah disuntikkan kepada masyarakat, dengan rincian sebanyak 6,05 juta orang sudah menerima dua dosisi vaksin (12,1 juta dosis) dan sebanyak 4,92 juta orang sudah menerima vaksin dosis pertama.
	6,05 juta orang sudah menerima dua dosisi vaksin (12,1 juta dosis) dan sebanyak 4,92 juta orang sudah menerima vaksin dosis pertama.
	17 juta dosis vaksin Covid-19 sudah disuntikkan kepada masyarakat
	Hipo
	

	
	
	dan
	Penambahan
	Konj. Aditif
	

	P3/K1
	Menurutnya, Indonesia berada di posisi ke-9 di bawah Amerika Serikat (AS), Tiongkok, India, Inggris, Brasil, Jerman, Turki, dan Prancis.
	-nya
	Pengacuan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
	Ref. Perso
	

	
	
	Amerika Serikat (AS), Tiongkok, India, Inggris, Brasil, Jerman, Turki, dan Prancis.
	Indonesia berada di posisi ke-9 di bawah
	Hipo
	

	P4/K1
	“Indonesia masuk ranking 9 negara dari total jumlah vaksinasi terhadap seluruh penduduknya,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (22/4).
	Kamis (22/4)
	Menunjukan kapan tuturan tersebut diperoleh
	Ref. Waktu
	

	P5/K1
	Selain itu, Sri Mulyani juga membahas terkait badai penularan Covid-19 di India yang mengalami peningkatan tajam sehingga distribusi vaksin AstraZeneca terhambat.
	Selain itu
	Menunjukan sesuatu yang berbeda
	Konj. Kausa
	

	
	
	Di India
	Mencontohkan negara yang sedang melangalami peningkatan kasus covid-19
	Ref. Tempat
	

	P6/K1
	Sri Mulyani menambahkan, dengan terus bertambahnya jumlah orang yang sudah disuntik vaksin Covid-19, memberikan keyakinan pada masyarakat yang berujung peningkatan roda perekonomian.
	Sri Mulyani
	Pengulangan tokoh utama sebagai narasumber
	Rep. Anafo
	

	
	
	Bertambahnya dan pengingkatan
	Dua hal yang memiki makna yang sama
	Sino
	

	P7/K1
	Hal itu tercermin dari angka konsumsi yang sudah meningkat tajam pada sektor makanan dan minuman, informasi, transportasi, pakaian, perlengkapan rumah tangga, dan rekreasi.
	Makanan dan minuman
	Memiliki makna yang berlainan
	Anto
	

	
	
	makanan dan minuman, informasi, transportasi, pakaian, perlengkapan rumah tangga, dan rekreasi.
	angka konsumsi yang sudah meningkat
	Hipo
	

	P8/K1
	“Ini berarti kita perlu terus meningkatkan suplai dari vaksin Ø untuk bisa mengejar apa yang disebut herd immunity atau total jumlah yang divaksinasi,” pungkasnya.
	Kita
	Penutur dan pembaca
	Ref. Perso
	

	
	
	Ø
	Covid-19
	Elip
	

	
	
	-nya
	Pernyataan yang dibuat oleh Sri Mulyani
	Ref. Perso
	





	XI.
	Nekat Mudik ke Madiun, Siap-Siap Isolasi di Tempat Angker.
(26 April 2021)

	P1/K1
	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan peninjauan lokasi isolasi mandiri bagi mereka yang nekat mudik ke Kota Madiun, Jawa Timur.
	Mereka
	Masyarakat yang melakukan mudik
	Ref. Perso
	Hubungan Amplikatif P1-P3
(Bahwa)

Hubungan Aditif Temporal P8-P9
(Selama)

	
	
	ke Kota Madiun, Jawa Timur.
	Pengacuan tempat tujuan mudik
	Ref. Tempat
	

	P1/K2
	Lokasi yang dijadikan tempat isolasi mandiri adalah bekas Rumah Tahanan Militer (RTM) Madiun.
	-
	-
	-
	

	P2/K1
	Area bekas penjara zaman kolonial itu sengaja dipersiapkan oleh pihak Pemerintah Kota Madiun untuk pemudik yang nekat.
	zaman kolonial
	Menunjukan lamanya bangunan yang dijadikan tempat isolasi mandiri
	Ref. Waktu
	

	
	
	Untuk
	Menunjukan tujuan dari penyediaan penjara zaman kolonial untuk isolasi
	Konj. Aditif
	

	P2/K2
	Memang terkesan angker, meskipun sudah dibersihkan dan ditata kembali oleh pihak pemkot.
	dan
	Penambahan
	Konj. Aditif
	

	P3/K1
	Dalam peninjauannya tersebut, Menko PMK mengatakan bahwa kondisi dari penampungan isolasi mandiri itu memang belum layak.
	Menko PMK
	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	Subs
	

	P3/K2
	Sebab, RTM tersebut juga sudah tidak digunakan selama bertahun-tahun.
	Sebab
	Pernyataan sebab dari kalimat sebelumnya
	Konj. Kau
	

	
	
	Selama bertahun-tahun
	Menunjukan lamanya rumah militer tersebut tidak digunakan/kosong
	Ref. Waktu
	

	P4/K1
	“Karena ini sudah viral saya ingin memastikan seperti apa kondisinya.”
	Saya
	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy
	Ref. Perso
	

	P4/K2
	“Memang untuk sekarang ini menurut saya belum layak,” ungkap dia melalui keterangan tertulis, Senin (26/4)
	Sekarang ini
	Menunjukan waktu sekarang
	Ref. Waktu
	`

	
	
	Saya
	
	Ref. Perso
	

	
	
	Dia
	
	Ref. Perso
	

	
	
	Senin (26/4)
	
	Ref. Waktu
	

	P5/K1
	Dia menerangkan, Pemerintah Kota Madiun sebetulnya sudah menyiapkan lokasi isolasi Ø lainnya, yaitu di asrama haji.
	Dia
	
	Ref. Perso
	

	
	
	Ø
	
	Elip
	

	
	
	Di Asrama Haji
	
	Ref. Tempat
	

	P5/K2
	Penyediaan RTM tersebut bertujuan bila daya tampung di asrama haji tidak mencukupi.
	RTM
	Rumah Tahanan Militer
	Subs
	

	
	
	di asrama haji
	
	Ref. Tempat
	

	P6/K1
	“Ini sebagai alternatif trakhir kalau tempat karantina yang lain sudah penuh.”
	-
	-
	-
	

	P6/K2
	“Tapi saya himbau kepada siapa saja untuk tetap tidak mudik.”
	Saya
	
	Ref. Perso
	

	P6/K3
	“Karena saya setuju dengan Pak Wali Kota.”
	Saya
	
	Ref. Perso
	

	P6/K4
	“Mereka yang nekat mudik nanti ditaruh di sini saja,” himbau Muhadjir.
	Mereka
	
	Ref. Perso
	

	
	
	Di sini
	
	Ref. Tempat
	

	P7/K1
	Selain itu, rencananya RTM Madiun yang sudah ada sejak abad ke-18 ini akan dipugar kembali dan akan dijadikan sebagai destinasi wisata sejarah.
	Selain itu
	
	Konj. Aditif
	

	
	
	RTM
	
	Subs
	

	
	
	Sejak abad ke-18
	
	Ref. Waktu
	

	
	
	dan
	
	Konj. Aditif
	

	P8/K1
	Sebagai informasi, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan Adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan.
	dan
	
	Konj. Aditif
	

	P8/K2
	Surat tersebut mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei-24 Mei 2021).
	(22 April-5 Mei 2021)
	H-14 peniadaan mudik
	Hipo
	

	
	
	(18 Mei-24 Mei 2021).
	H+7 peniadaan mudik
	Hipo
	

	P9/K1
	Sementara selama masa peniadaan mudik 6-17 Mei 2021 tetap berlaku Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah.
	selama masa peniadaan mudik 6-17 Mei 2021
	
	Ref. Waktu
	

	
	
	dan
	
	Konj. Aditif
	



	XII.
	Mensos Risma Bahas Perbaikan Data Penerima Bansos dengan KPK
(30 April 2021)

	P1/K1
	Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (30/4) siang.
	Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
	
	Ref. Tempat
	Hubungan Amplikatif= P4-P5
(Yakni)

	
	
	Jumat (30/4) siang.
	
	Ref. Waktu
	

	P1/K2
	Kedatangan Risma untuk membicarakan soal perkembangan perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos) di kementerian yang dipimpinnya.
	-nya
	
	Ref. Perso
	

	P2/K1
	“KPK menerima audiensi Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait perkembangan perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos) yang saat ini sedang dilakukan oleh Kemensos sesuai rekomendasi berdasarkan kajian KPK,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati dalam keterangannya, Jumat (30/4).
	KPK
	Komisi Pemberantasan Korupsi 
	Sub
	

	
	
	Saat ini
	Menunjukan keadaan sekarang atau waktu sekarang
	Ref. Waktu
	

	
	
	Kemensos
	Akronim dari Kementerian Sosial
	Sub
	

	
	
	Jumat (30/4)
	Mengacu pada kapan tuturan tersebut diperoleh
	Ref. Waktu
	

	P3/K1
	Risma diterima oleh dua Wakil Ketua KPK yakni, Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar didampingi Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan beserta jajaran pada Direktorat Monitoring dan Direktorat Pelayanan dan Pengaduan Masyrakat.
	Alexander Marwata dan Lili Pintauli
	dua Wakil Ketua KPK
	Hipo
	

	
	
	KPK
	Komisi Pemberantasan Korupsi 
	Sub
	

	
	
	dan
	Penambahan
	Konj. Aditif
	

	P4/K1
	Kunjungannya ke KPK bukan kali ini saja dilakukan Risma, mantan Wali Kota Surabaya itu juga sebelumnya pada Senin (11/1) mengunjungi KPK untuk berkoordinasi terkait surat rekomendasi PKP mengenai hasil kajian pengelolaan Ø bantuan sosial (bansos) yang telah disampaikan 3 Desember 2020.
	KPK
	Komisi Pemberantasan Korupsi
	Sub
	

	
	
	Kunjungan dan mengunjungi
	Berasal dari kata dasar yang sama
	Epizeu
	

	
	
	Risma dan mantan Wali Kota Surabaya
	Memiliki kedudukan yang sama
	Kolokasi
	

	
	
	Senin (11/1)
	
	Ref. Waktu
	

	
	
	Ø
	
	Elip
	

	
	
	3 Desember 2020
	Menunjukan waktu yang telah lewat terkait kajian pengelolaan bansos
	Ref. Waktu
	

	P5/K1
	Salah satu poin penting dalam hasil kajian KPK, yakni masih adanya persoalan terkait akurasi data penerima bansos.
	KPK
	Komisi Pemberantasan Korupsi
	Sub
	

	
	
	bansos
	Bantuan Sosial
	Sub
	

	P5/K2
	Hal ini agar adanya perbaikan dalam penerimaan bansos.
	bansos
	Bantuan Sosial
	Sub
	

	P6/K1
	“Ada beberapa masukan yang juga KPK sampaikan terkait langkah dan upaya yang dilakukan Kemensos dalam penyaluran bansos,” ujar Ipi.
	KPK
	Komisi Pemberantasan Korupsi
	Sub
	

	
	
	Kemensos
	Kementerian Sosial
	Sub
	

	
	
	dan
	Penambahan
	Konj. Aditif
	

	P7/K1
	Ipi menuruturkan, terkait kualitas data penerima bantuan, KPK mendapatkan DTKS tidak padan dengan data NIK dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan.
	KPK
	Komisi Pemberantasan Korupsi
	Sub
	

	
	
	DTKS
	
	Sub
	

	
	
	dan
	Penambahan
	Konj. Aditif
	

	P7/K2
	Karenanya, hasil pemadanan DTKS dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil pada Juni 2020 masih ada sekitar 16 juta yang tidak padan dengan NIK.
	Karenanya
	Akibat yang dihasilkan
	Konj. Kausa
	

	
	
	Juni 2020
	Waktu terjadinya penyamaan DTKS dengan data NIK 
	Ref. Waktu
	

	P8/K1
	Selain itu, data penerima bantuan reguler seperti PKH, BPNT, PBI-JK tidak merujuk pada DTKS.
	Selain itu
	Data lainnya
	Konj. Aditif
	

	
	
	PKH, BPNT, PBI-JK tidak merujuk pada DTKS.
	data penerima bantuan reguler
	Hipo
	

	P8/K2
	Hal ini disebabkan oleh proses pengumpulan data yang tidak didisain berbasis NIK sejak awal tumpang tindih penerima bansos.
	NIK
	Nomor Induk Kependudukan
	Sub
	

	
	
	Sejak awal
	Menunjukan waktu proses pengumpulan data
	Ref. Waktu
	

	
	
	Bansos
	Bantuan Sosial
	Sub
	

	P9/K1
	“Berdasarkan pemadanan yang dilakukan di internal Kemensos masih ditemukan data ganda pada penerima bantuan sembako/BPNT.”
	Kemensos
	Kementerian Sosial
	Sub
	

	P9/K2
	“Demikian juga berdasarkan pengelolaan data bansos di beberapa daerah, KPK menemukan masih terdapat penerima bansos regular yang juga menerima bantuan terkait Covid-19 seperti bantuan sosial tunai dan BLT dana desa,” ujar Ipi.
	KPK
	Komisi Pemberantasan Korupsi
	Sub
	

	
	
	bantuan sosial tunai dan BLT dana desa,”
	Penerima bansos regular
	Hipo
	

	P10/K1
	Untuk memperbaiki kualitas data penerima bantuan ini, sambung Ipi, KPK mendorong agar menjadikan padan NIK dan DTKS sebagai persyaratan penyaluran bansos.
	KPK, NIK, DTKS
	Komisi Pemberantasan Korupsi, Nomor Induk Kependudukan, dan DTKS
	Sub
	

	P10/K2
	KPK juga merekomendasikan Kemensos agar memperbaiki akurasi DTKS, termasuk melakukan perbaikan tata kelola data, termasuk mengintegrasikan seluruh data penerima bansos di masa pandemi dalam satu basis data.
	KPK, Kemensos, DTKS
	Sebagai hasil dari pengakroniman
	Sub
	

	
	
	bansos
	Bantuan Sosial
	Sub
	

	
	
	Di masa pandemi
	Penunjukan waktu

	Ref. Waktu
	

	P11/K1
	“Dalam upaya perbaikan sistem administrasi dalam penyelenggaraan bansos, tahun ini KPK juga akan melanjutkan kajian terkait bansos,” pungkasnya
	bansos
	Bantuan sosial
	Sub
	

	
	
	Tahun ini
	Menunjukan berlakunya kebijakan KPK
	Ref. Waktu
	

	
	
	KPK
	Komisi Pemberantasan Korupsi
	Sub
	

	
	
	-Nya
	Mengacu pada seseorang yang melakukan tuturan.
	Ref. Perso
	



